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BPK RI Beri Opini WDP terhadap LKPD Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cianjur
Bandung, 15 Juni 2012
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran (TA) 2011. Demikian terungkap dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cianjur TA 2011 di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jabar pada Jumat (15/06).

Kedua Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD  TA 2011 itu sendiri diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Bupati dari masing masing kabupaten. LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Ciamis   diserahkan  oleh Kepala Sub Auditorat (Kasubaud) Jawa Barat 2 BPK RI Dede Sukarjo. Sedangkan  LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Cianjur diserahkan oleh Kasubaud Jawa Barat 3 BPK RI Thomas Ipoeng Andjar Wasita. 
Terkait opini WDP terhadap LKPD Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cianjur TA 2011, beberapa hal yang dikecualikan adalah:
a. Penyajian aset tetap peralatan dan mesin yang tidak dapat diyakini kewajarannya, yaitu; (1) peralatan dan mesin pada enam organisasi perangkat daerah (OPD) sebesar Rp4,10 miliar tidak dapat ditelusuri dan diketahui keberadaannya; (2) peralatan dan mesin sebesar Rp2,81 milliar dicatat secara kumulatif dan belum dapat dijelaskan rincian asetnya; (3) terdapat peralatan dan mesin  dalam kondisi rusak berat  sebesar Rp2,81 miliar yang masih diklasifikasikan sebagai aset tetap; dan (4) sebanyak 25 unit kendaraan roda empat dan 47 unit kendaraan roda dua tidak diketahui harga perolehannya, sehingga tidak dapat disajikan dalam neraca.
b. Dalam saldo aset lain-lain  terdapat mutasi penambahan aset lain-lain tahun 2011 sebesar Rp5,24 milliar yang tidak didukung dengan daftar  rincian. Aset lain-lain yang akan dihapuskan sebesar Rp39,25 miliar tidak didukung dengan dokumen yang memadai dan tidak dapat diyakini kewajarannya, yaitu; (1) Tanah seluas 6.318 m² dengan harga perolehan sebesar Rp45,17 juta; (2)  Peralatan dan mesin berupa alat-alat kesehatan, jaringan dan mesin motor kapal sebesar Rp3,38 miliar dengan harga satuan yang cukup tinggi yaitu antara Rp50,00 juta s.d. Rp650,00 juta; (3) Kendaraan bermotor sebanyak 356 unit dan alat-alat berat sebesar Rp1,92 miliar; (4) Gedung dan bangunan dengan harga perolehan sebesar Rp7,47 miliar; dan (5) Peralatan dan mesin yang diperoleh dalam periode tahun 2000 s.d. 2010 sebesar Rp12,28 miliar .
Sedangkan terkait opini WDP terhadap LKPD Kabupaten Cianjur TA 2011, beberapa hal yang dikecualikan karena tidak dapat diyakini kewajarannya adalah :

1. Saldo kas di bendahara pengeluaran karena saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2011 termasuk surat pertanggungjawaban pengeluaran yang belum disahkan sebagai belanja sebesar Rp4,64 miliar;
2. Nilai piutang lainnya sebesar Rp482,25 juta, karena nilai piutang lainnya tidak dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan; dan

3. Nilai aset tetap sebesar Rp1,11 triliun karena catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk menilai kewajaran saldo aset tetap tersebut.

Disampaikan oleh Kasubaud Jawa Barat 2 BPK RI Dede Sukarjo, penyampaian  LHP BPK RI atas LKPD TA 2011 dilakukan secara bertahap, sesuai dengan urutan waktu penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah kepada BPK RI. “BPK RI berusaha memenuhi ketentuan bahwa dua bulan setelah pemerintah daerah menyerahkan LKPD kepada BPK, maka BPK harus sudah menyampaikan LHP atas LKPD tersebut kepada DPRD. Nantinya LHP atas LKPD tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan dalam melakukan pengawasan,” katanya.

Tentang penatausahaan aset, Kasubaud Jabar 2 BPK RI mengatakan  bahwa  salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan penatausahaan aset adalah inventarisasi, penilaian dan pengamanan secara menyeluruh, mulai dari level eselon terendah sampai dengan tingkat SKPD. Proses dari masing-masing SKPD ini nantinya mesti dilanjutkan sampai di tingkat daerah. “Untuk  menyelesaikan persoalan aset tidak bisa diatasi kepada satu dinas saja, dalam hal ini biasanya   Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD), tetapi harus melibatkan seluruh elemen pemerintah dan dinas di semua level,” katanya. 

Sementara itu, terkait opini WDP yang diperoleh Pemkab Cianjur, Kasubaud Jabar 3 BPK RI Thomas Ipoeng Andjar Wasita menjelaskan bahwa  BPK RI belum melihat adanya perbaikan yang signifikan dalam penatausahaan aset di Pemkab Cianjur. “Masih ada beberapa permasalahan berulang, termasuk misalnya adanya pencatatan ganda yang dilakukan oleh di pemerintah Kabupaten Cianjur dan Pemprov Jabar,” katanya.

Sampai saat ini, LHP atas LKPD TA 2011 yang telah disampaikan BPK RI Perwakilan Provinsi adalah sebanyak 24 LHP. Dari 24 LHP atas LKPD tersebut, BPK RI memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 3 LKPD, sedangkan 21 LKPD lainnya memperoleh opini WDP. 

LHP BPK RI atas LKPD  dikemas dalam tiga buku yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah untuk masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Ketiga buku tersebut terdiri dari Buku Pertama yang merupakan LHP yang memuat opini atas LKPD, Buku Kedua yang merupakan LHP atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam kerangka pemeriksaan LKPD, serta Buku Ketiga yang merupakan  LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan LKPD.  

Opini terhadap LKPD diberikan oleh BPK berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapat/Opini ditetapkan berdasarkan empat kriteria, yaitu 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), 2) Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 4) Efektifitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan empat kriteria tersebut maka jenis pendapat/opini yang dapat dinyatakan oleh BPK-RI adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer), dan Tidak Wajar (Adverse).
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